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TENTANG

PETT]NJUK OPERASIONAL PEMLAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

: a bahwa dalam rangka memberikan kesatuan persepsi, pengertian dan

pemahaman dalam proses penilaian angka kedit Jabatan Fungsional

Pol. PP, mafta perlu menetapkan Petunjuk Operasional Penilaian

Angka Kredit Jabatan Polisi Pamong Praja;

b bahwa untuk melalisanakan maksud tenebut di atas, maka perlu

ditetapkan dengan Keputusar Kepala Saruan Polisi Pamong Paraja

Kota Yogyakarta ;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi iawa Timur,

Jawa Tengalr, Jarva Barat dan Dalam Daerai lstimewa YoS"aka(a,

Perahlran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja;

Peraturan lv{enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasr

Birokrasi Nomor .1 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi

Pamong Praia dan nngk: Krerlitnya;

Peraturar lvlenteii 1'end.3i'aglrn&an Apaiatua Negara dan Refomra: i

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangliatan Pega$ai
Negeri Sipit dalam Jabatan Fungsional melalui
PenyesuaiadlnpLssing Erhadap Surnber Daya Muusia;
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5 Peraturan Bersama Menten Dalam Negeri Republik Indonesia dan

Kepala Badan Kepepwaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, Nomor
g iahun 2015 tentang Ketenunn PelaksansSn Peraturan Menteri

Pendayagurnan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4

Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan

Angka Kreditrtya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2019 tenhng Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan

Fungsional Polisi Pamong Praja:

Perauran Menteri Dalam Negen Republik lndonesia Nomor 26

Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
lndonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraarl

Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serte Perlindungan

Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarra Nomor 5 Tahun 2016 Entang

Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakorta

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan

Perangkat Daerah Kota YogYakarta;

Pemturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Susunan Organisasi ,Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Polisi

Pamong Praja Kou Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Peraturan \Malikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun

2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingktngan
Pemerintah Kota YogYakarta

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPAIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA

YOCYAKAK| A TENTANG PE]'UNJU K OPERASIONAL PEN I LA iAN

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

Menetapkan Petunjuk Operasional Pcnilaran Angka Kredit Jabaran Polisi

Pamong Prala yang terdiri dari

t. penilaian DUPAK (Daftar Usul Penetapsn Angha Kredit).
a. unsur ltarnit

I ) PendiJikaa
2) penegakan PerCa.

(iii)

6.

7

8.
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10.

ivlenetapkan
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3) penyelenggarasn Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyamkat.

4) pengembanganProfesi,
b. unsur penunjang.

2. lampiran penilaian DUPAK (DaftarUsul Penelapan Angke Kredit).
a. surat perintah tugas.
b. spmk (Surat Pemystaan Melakanakan Kegiatan).
c- laporan kegiatan.
d. dokumentasi.

3. kenaikan pangkat.
4. kenaikanjabatan.
5. daftar lampiran.

a. lampiran t. Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong kaja
Tingliat Terampil

b. lampiran 2. Angka kedit Jabatan Fungsional Polisi Pamong haja
Tingkat Ahli.

c. lampiran 3. Contoh Surat Perintah Tugas.
d. lampiran 4. Contoh SPMK (Surat Pemyataan Melalsana.kan

Kegiatan).
e. lampiran 5. Contoh l*poran Kegiatan.
f lampiran 6. Contoh Foto Dokumenhsi.

Petunjuk Operasional Penilaian Angka Kredit Jabaan Polisi Pamong Praja

sehgaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam Kepuhrsan ini.

Petunjuk Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Polisi Pamong Pra.1a ini
merupakan pedoman bagl Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional Polisi

Pamong Praja dalam melakukan penilaian dan petunjuk bagi Fungsional Polisi
Pamong Praja dalam menyusun DUPAK (Daftar Usul Penerapan Angka
Kredit).

Keputusan mulai berlaliu sejek tBrggal ditetapkan

Ditetapkan d i Yog_vakarta

t l'l l r:r
tanggal, ,19 Juli 2o2o
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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga

Buku Petujuk Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Polisi Pamong Praja ini dapat tersusun.

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah jabatan

fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan

peraturan daerah dan penyelenggaraffr ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Setiap Pejabat Fungsional Polisi
Pamong Praja harus dapat mengumpulkan angka kredit.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus

dicapai oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka pembinaan
karir yang bersangkutan.

Petujuk Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai upaya

memberikan pedoman bagi Tim Penilai Angka lftedit
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dalam melakukan
penilaian dan petunjuk bagi pejabat Fungsional Polisi
Pamong Praja dalam menyusun DTIPAK (Daftar Usul
Penetapan Angka Kredit). Adapun tujuannya adalah untuk

memberikan kesatuan persepsi, pengertian dan pemahaman

dalam proses penilaian angka kedit Jabatan Fungsional
Polisi Famong Praja.

(v)



Demikian penyusunan Buku Petujuk Operasional

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong

Praja ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua

pihak, khususnya bagi Pejabat Fungsional Polisi Pamong

Praja dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Polisi Pamong

Praja s€rta kami mohon kritik dan sarannya demi

kesempurnaan p€nlusunan Buku Petujuk Operasional

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong

Praja ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta?9luti zgzo

IN PALA*

*
SATU,\I{

FAtui.:i"iS

0318 199203 I 004
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BAB I
PENI}AIIULUAFI

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional polisi
Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26
Tahun 2016 tentang Pengangkatan pegarvai

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
melalui Penyesuaian/lnpassing terhadap
Sumber Daya Manusia

4, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015,
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja dan Angka Kreditnya,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun Z0lg tentang
Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja.

L{ s
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2t[0 tentailg'
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan
Masyarakat.

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20

Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun
2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Petunjuk Operasional Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja ini
dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim
Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsionai
Folisi Pamong Praja dalam melakukan
penilaian dan petunjuk bagi pejabat

Fungsional Polisi Pamong Praja dalam

menyusun DUPAK (Daftar Usul Penetapan

Angka Kredit).
2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan
kesatuan persepSi, pengertian dan pemahaman

dalam proses penilaian angka kredit Jabatan

Fungsional Pol. Polisi Pamong Praja.

I
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C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Operasional Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja inimeliputi :

1. Penilaian DUPAK (Daftar Usul Penetapan
Angka ltuedit).
a. Unsur Utama

l) Pendidikan.
2) Penegakan Perda.
3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum

dan Ketenteraman Masyarakat.
4) Pengembangan Profesi.

b. UnsurPenunjang.
2. Lampiran Penilaian DUPAK (Daftar Usul

Penetapan Angka Kredit).
a. Surat Perintah Tugas.
b. SPMK (Surat Pernyataan Melaksanakan

Kegiatan).
c. Laporan Kegiatan.
d. Dokumentasi.

3. Kenaikan Pangkat.
4. Kenaikan Jabatan.
5. Daftar Lampiran.

a. Lampiran 1. Angka Kredit Jabatan
Fungsional Polisi Parnong Praja Tingkat
Terampil.

b. Lampiran 2. Angka Kredit Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja Tingkat
Ahli.

c. Lampiran 3, Contolr Surat Perintah Tugas.
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d. Lampiran 4. Contoh SPMK (Surat
Pernyataan Melakd6nakan KLgiatan;.,

e. Lampiran 5. Contoh Laporan Kegiatan.
f. Lampiran 6. Contoh Foto Dokumentasi.

t
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BAB II IJ. ( I

PENILAIAI\I DAFTAR USUL PENETAPA}I
ANGKA KREDIT

(D{IPAK)

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP

yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:

A. Unsur Utama.
l. Pendidikan;

a. Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan
b. Pelatihan (STTPP) atau sertifikat
c. Diklat Prajabatan.

2. Penegakan Perda;
a. Pelaksanaan penindakan yustisi.

l) Melakukan tindakan yustisi; (angka

kedit)
Penindakan yustisial yaitu penindakan
yang dilakukan oleh PPNS:
(a) penyelidikan:

PPNS dalam rangka penyelidikan
pelanggaran Peraturan Daerah
(ketenteraman dan ketertiban umum
(trantibum)) dapat menggunakan
kervenangan pengawasan dan/atau
pengamatan untuk menemukan
pelanggaran pidana dalam lingkup
undang-undang yang rnenjadi dasar

hukumnya (Peraturan Da:rah) :

(b) Penyidikan pelanggaran Peraturan
Daerah
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PenYidikan adalah serangkaian

tindhkan P"riYiOit< dr-lam hal dan

menurut cara Yang diatur dalam

undang-undang ini untuk mencari

serta mengumPulkan bukti Yang

dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya (Pasal

I angka 2 KUHAP)
2) Menjadi saksidalam PenYidikan;
3) Menjadi saksi dalam persidangan;

b. Pelaksanaan penindakan non yustisi'

Penindakan non yustisial yaitu tindakan yang

dilakukan oleh Sat Pol PP

c. Evaluasi penegakan Perda dan Peraturan

Kepala Daerah.

a) Mengikuti sosialisasi Perda'/Peraturan

KePala Daerah;

b) Melakuiran analisis aspek sanksi dalarn

penega!:m Perda;

c) Mengikuti pen-Yusunan Perda/Peraturan

Kepaia Daerah; dan

d) Meng:',"aluasi permasalahan penegakan

Perda,'l=e raturan KePala Daerah'

3. Penyelenggata*i\ Ketertiban Urnum

Ketenteraman i',{a sYarakat;

a. Pembuar'an iencana induk (nwster plart);

l) FlenYusunlencana Prograln:
Z. Melaku;'rari evaluasi kegiatan;

dan
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b. Pelaksanaan patroli;
Patroli adalah kegiatan sebagai usaha

mencegah terjadinya gangguan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, dengan
cara mendatangi, menjelajahi, mengamati,
mengawasi, memperhatikan dan melakukan
tindakan preventif atas situasi dan / atau
kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan
gangguan nyata.

Tahapan Patroli :

(1) Patroli dilaksanakan dalam kota. dan/atau
wilayah;

(2) Pelaksanaan patroli dicantumkan dalam
jadwal patroli dan tercatat;

(3) Patroli, harus dilakukan dengan seksama
dan teliti, dengan senantiasa
memperhatikari apa yang harus didengar
dan dilihat agar dapat diambil kesimpulan
dan dilaporkan kepada pimpinan;

(4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan
dan dapat di pertanggung jawabkafl secara
kedinasan;

c. Pengamanan dan pengarvalan;
l) Melakukan pengamanan;

Pengamanan, adalah segala usaha atau
kegiatan/ operasi yang dilakukan oleh
Satpol PP dalam melindungi, menjag4
dan memelihara terhadap personil,

I
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materil, aset dan dokumen agar aman dan
r'l kondubif.' I

Sasaran dan obyek pengamanan terkait

dengan:
(l) aset daerah;
(2i lokasi kunjungan/ tempat 

-l-{abat
Pemerintah Daerah dan tamu VIP;

(3) upacara dan acara Penting; dan

(4) fungsi lain berdasarkan tugas yang

diberikan oleh kePala daerah'

2) Melakukan Pengawalan;
Pengawalan terhadaP Para

pejabaVorang-orang Penting (Very

important Person/V IP) adalah 1-erupakan
sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai

up*ut Pemerintah Daerah dalam rangka

menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman masYarakat.

Pengawalan terhadap para pejabat dan

orang-orang penting dilakukan melalui:

(1) pengawalan dengan berjalan kaki;

dan
(2) pengawalan

bermotor'

dengan kendaraan

Pengawalan dengan ber.|alan kaki :

(1) hlenyusun jadrval. daftar petugas dan

surat Pri ntah Pen gawalan ;

(l) memai<.ai pakaian !apangan; dan
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(8) menyhpkan perlengkapan yang
diperlukan .

(a) perlengkapan perorangan
(b) alat komunikasi.

Pengawalan dengan kendaraan bermotor :

(l) kendaraan bermotor dalam keadaan
siap bergerak pada posisi be{ajar di
barisan belakang;

(2) pejabat/VlP sudah berada didalam
kendaraan dan siap menerima laporan
kesiapan dan pengawal;

(3) komandan Operasi menuju ke ajudan
menyampaikan laporan siap
melakukan pengawalan;

(4) kendaraan bermotor berjajar dengan
kendaraan bermotor lainnya berangkat
menuju tujuan;

(5) selama perjalanan lampu dinyalakan
dan sirine hidup;

d. Pengendalian massa;
Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dalam rangka
menghadapi massa pengunjuk rasa.

e. Pendeteksian dini;
Deteksi Dini aclaiah segala usaha, pekerjaan
dan kegiatan yang dilakukan oleh personil pol
PP baik secara langsung maupun tidak
langsung dalan rangka mendapatkan
informasi melalui pengatvasan. pengamatan,
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pencarian, dan pengumpulan bahan
{keterangran tentang suatu persoalan gangguan
ketertiban umum
masyarakat sehingga
tersebut muncul di
diketahui terlebih dahulu

dan ketenteraman
apabila persoalan
permukaan sudah

Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan
kegiatan yang dilakukan oleh personel pol pp
baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam rangka mencegah permasalahan
tersebut muncul di permukaan dan mencegah
Jangan sampai mempengaruhi sistem yang
sudah ada.

Tahapan Deteksi Dini adalah :

l, Personil Pol PP yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas deteksi dini melalui
pengawasan, pengamatan, pencarian dan
pengumpulan bahan keterangan;

2. melaksanakan tindakan pencegahan
terhadap potensi gangguan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat; dan

3. pada pelaksanaan deteksi dini dalam
penanganan gangguan ketertiban umunl
dan ketenteraman masyarakat dapat
melibatkan TNI, Polri, instansi terkait Can
elemen masyarahat.

,."

I
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l.r l(r
f. Fasilitasi dah pemberdayaan kapasitas serta

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
1) Melakukan pendataan dan pelatihan

satlinmas
2) Melakukan mobilisasi linmas

4. Pengembangan Profesi.
a. Pembuatan KaryaTulis/Karya Ilmiah di

bidang tugas Pol PP;
(1) Membuat Karya Tulis / Karya Ilmiah hasil

penelitian, pengkaj ian, survey dan
evaluasidi bidang tugas Pol. PP yang
dipublikasikan dalam bentuk :

(a) Buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional.

(b) Majalah ilmiah yang diakui oleh
instansi yang berwenang.

(2) Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah hasil
penelitian, pengkaj ian, survey dan
evaluasi di bidang tugas Pol. PP yang
tidak dipublikasikan datam bentuk :

(a) Buku.
(b) Makalah

(3) Membuat Karya Tulis I Karya Ilmiah
berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan
gagasan sendiri di bidang tugas Pol. PP
yang dipublikasikan dalam bentuk :

(a) Buku yang diterbitkan dan diedarkan- 
secara nasional.

(b) Majalah ilmiah yang diakui oleh
instansi yang benrenang.
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(4) Membuat Karya Tulis / Karya Ilmiaht berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan
gagasan sendiri di bidang tugas Pol. pp
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :

(a) Buku
(b) Makalah

(5) Membuat tulisan ilmiah populer dibidang
tugas Pol. PP yang disebarluaskan melalui
media massa.

(6) Menyampaikan prasaran berupa tinj auan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah dibidang
tugas Pol. PP pada pertemuan ilmiah

b. Penedemahan/penyaduran buku dan bahan
lainnya di bidang tugas Pol PP;
(1) Menerjemahkan / menyadur buku di

bidang tugas Pol. PP yang dipublikasikan
dalam bentuk:
(a) Buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional.
(b) Majalah ilmiah yang diakui oleh

instansi yang berwenang.
(2) Menerjemahkan / menyadur buku di

bidang tugas Pol. PP yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk :

(a) Buku.
(b) Makalah.

(3) Membuat abstrak tulisan di bidang tugas
Pol. PP yang dimuat dalam penerbitan.

c. Penyusunan buku pedoman/ ketentuan
pelaksanaan/kgentuan teknis di bidang tugas
Pol PF.
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Lt ,t ' d. I,legiatan.penge,mbangan profesi lainnya
(Permendagn No. 32 Tahun 2019)
1) Peiaksanaan .tdi banding di bidang

Pengembangan pol pp Angka Kredit 0,26
(nol koma dua puluh), dalam bentuk
laporan dan bukti fisik laporan tertulis.

2) Bimbingan teknis/pelatihan di kantor
sendiri;
(a) Narasumber/pembahas dengan

penilaian berupa Angka Kredit i00
(satu koma nol) dalam bentuk dan
bukti fisik berupa serrifikat;

(b) Moderator dengan penilaian berupa
Angka 

-Kredit 0,75 (nol koma tujuh
lima) dalam bentuk dan bukti fi;ik
berupa sertifikat; dan

(c) Peserta 
--dengan 

penilaian berupa
Angka Kredit 0,50 (nol koma lima
puluh) dalam bentuk dan bukti fisik
berupa sertifikat.

3) Ekspose hasil penegakan perda:
(a) Narasumber/pembahas dengan

penilaian berupa Angka Kredit {00
(satu koma nol) dalam bentuk lapoian
dan bukti fisik berupa laporan hasil
ekspose; dan

(b) Moderator dengan penilaian berupa
Angka Kredit 0,50 (nol koma lima
puluh) dalam bentuk laporan dan
bukti fisik berupa laporan hasil
ekspose.
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4) Jambore Pol Pp; dan
pengan penilaian berupa Angka Kredit
0,50 (nol koma lima puluh), dalam bentuk
laporan dan bukti fisik laporan tertulis.

5) Kelompok kerja.
(a) Ketua dengan penilaian berupa

Angka Kredit 1,00 (satu koma nol;
dalam bentuk dan bukti fisik berupa
surat keterangan dan laporan; dan

(b) Anggota dengan penilaian berupa
Angka Iftedit 0,75 (nol koma rujuh
lima) dalam bentuk dan bukti fisik
berupa surat keterangan dan laporan.

B. Unsur Penunjang.

1. Pengajar/pelatih pada diklat fungsionaVteknis
bidang Pol PP;
Mengajar / melatih pada diklat fungsional / teknis
bidang Pol. PP.

2, Peran serta dalam seminar/lokakaryarkonferensi
di bidang tugas pol pp;
a. Mengikuti seminar / lokakarya I konferensi di

bidang pol. pp, sebagai :

(l) Penyaji
(2) Pembahas
(3) Peserta

b. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan
nasional, sebagai :

(1) Ketua
(2) Anggota
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q c. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan

Internasional
(l) Ketua
(2) Anggota

3. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi;

a. Menjadi anggota organisasi tingkat nasional,

sebagai:
(1) Pengurus aktif.
(2) Anggota aktif.

b. Menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi /
Kabupaten / Kota, sebagai :

(1) Pengurus aktif.
(2) Anggota aktif.

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai;

Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai :

a. Ketua / Wakil Ketua
b. Anggota

5. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa;

Mernperoleh penghargaan I tanda jasa Satya

Lencana Karya Satya

a. 30 (tiga puluh) tahun lebih.

b. 20 (dua puluh) tahun.
c. 10 (sepuluh) tahun

6 . Perolehan iiazaV gelar kesarj anaan lainnya.

Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai

bidang tugasnya
a. Diploma III
b. Diploma II
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Dalam penlusunan DUPAK @aftar Usul penetapan

Angka Kredit) yang dilakukan oleh pejabat
fungsional Pol. PP, harus dilampiri :

A. Suret Perintah Tugts

BAB III
LAMPIRAI\I DATTAR USUL PENETAPAII

AI\IGKA KREDIT
(DrrPAK)

Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari
atasan yang ditujukan kepada bawahan yang
berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Surat perintah
Tugas terdiri dari :

l. Kepala Surat Perintah Tugas.
a) Tulisan "SURAT PERINTAH TUCAS;
b) Nomor dan Tahun;

2. Isi Surat Perintah Tugas.
Isi Surat Perintah Tugas memuat dasar dan
pertimbangan penugasan, nama,
pangkat/golongan, MP, jabatan yang diberi
tugas, jenis tugas yang harus dilaksanakan
dan waktu pelaksanaan tugas.

3. Bagian Akhir Surat Perintah Tugas.
a) Nama tempat;
b) Tanggal, Bulan, dan Tahun;
ci Nama Jabatan;
d) Tanda tangan pejabat yang memberi

tugas;
e) Nama Jelas Pejabat dan NIp bagi pNS;
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0 Stempel Jabatan/Instansi;
g) Tembusan.

Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh
Kepala SKPD/Unit Kerja atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio,
dengan menggunakan kop naskah dinas
Perangkat Daerah,/Uni t Kerj a yan g bersangkutan.

B. SPMK (Surat Pernyataan Melaksanakan
Kegiatan)

1) Surat Pemyataan Mengikuti Pendidikan Dan
Pelatihan FungsionaVTeknis Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja (Sesuai
dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015,
Nomor 9 Tahun 2015).
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2) Surat Pemyataan Melakukan Kegiatan
Penegakan Peraturan Daerah
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3) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman MasYarakat.
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t4) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan
Pengembangan Profesi.
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5) Surat Pernyataan Melakukan"" KegiatAn
Penunjang Tugas Polisi Pamong Praja.
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C. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan adalah suatu ikhtisar tentang

hai ikhwal pelaksanaan suatu kegiatan, yan-g

harus disampaikan oleh penerima tugas kepada

pihak yang memberi tugas sebagai

pertanggungiawaban. Dalam pembuatan laporan

legiatan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Menggunakan kertas HVS ukuran Folio'

2. Isi Laporan :

LAFONAN KECIATAN

Kepala Sanr,an Polisi Pamong Praia Kota

Kegiatan yang Dilaksanakan
ii.ii" ,-ri*g t.giBtan yang dilalukan oleh pelabat fungsional' meliputi

- Apa kegiatan Yang dilakukan.
- Apa peran Yang dilakukan

- Bagaimana kegiatan ini dilakukan

- Dimana kegiatan ini dilakukut.
- Dengan apa kegiatan ini dilakukan'
- Mengapa kegiatan ini dilakukan.

Yogyakarta.

Ytng ir{elaporkan

A

A

NlP

ANKOP PAMONG

Kepada
Yogyakarta
Dari
No. Surat Tugas

Wa].:tu Pelaksanaan

B. flasil yang dicaPai.

C. Kesimpulaa dan Saran

l. Kesimpulan
2. Sarar

D. Penutup

Hari
Tanggal
Jam

t

t!
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D. Dokumentasi

Dokumentasi ini dapat berwujud Foto Kegiatan,
Sertifikat, Berita Acara.
1. Foto Kegiatan

Isi dalam foto kegiatan ini adalah hasil
pemotretan yang menunjukkan pada saat
pejabat fungsional Pol. PP melaksanakan
kegiatan. Kelengkapan dalam Foto Kegiatan
ini adalah:
a, Dalam gambar foto terdapat hari dan

tanggal (watermark) dan atau di bawah
gambar ditulis keterangan apa yang
dilakukan, di mana, jam berapa dan kapan.

b. Foto dapat hitam putih atau benvarna.
2. Sertifikat

Sertifikat ini merupakan salah satu bentuk
bukti mengikuti kegiatan Seminar, Workshop
dll.

3. Berita Acara
Berita Acara ini merupakzur salah satu bentuk
telah melakukan kegiatan penyidikan, saksi
dalam proses penyidikan, saksi dalam proses
sidang pengadilan
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BAB IV
fr l. r

KENAIKAN PAI{GKAT

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan
seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya
dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah
penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta
sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk
lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.
Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai
penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan
tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. pol pp
yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya,
penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga)
bulan sebelum periode kenaikan pangkat pNS
ditetapkan. Kenaikan pangkat Pol pp, dapat
dipertimbangkan, apabi Ia:
l. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
2. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;

dan
3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam I (satu) tahun terakhir.

Ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan
pangkat pilihan Pegawai }.ieseri Sipil yang menduduki
jabatan fungsional tertenru ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggungjawab di biCang pendayagunaan aparatur
negara dengan memperhatika;T usul dari Pejabat pembina
Kepegawaian yang be:sangkiitan setelah mendapat

tl
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pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara, Ketentuan mengenai angka kredit untuk
kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggungiawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan
usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang
bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis dari
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan
Fungsional Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama
Muda, golongan ruang [V/c, ditetapkan dengan
Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan
pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki:
1 Jabatan Fungsional Pol PP Pernula, pangkat

Pengatur Muda, golongan ruang IVa untuk menjadi
Pol PP Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang IUb sampai dengan untuk menjadi
Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang IIVd; dan

2. Jabatan Fungsional Pol PP AhliPertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang IIVa untuk menjadi
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIyb,
sampai dengan untuk menjadi Pol PP Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
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Regional Badan
bersangkutan.

Keoeeawaian
t v La

Nesara vanqe t t.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang

menduduki:
l. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula, pangkat

Pengatur Muda, golongan ruang IIla untuk menjadi
Pol PP Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang IUb sampai dengan untuk menjadi
Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d; dan

2. Jabatan Fungsional Pol PP AhliPertam4 pangkat

Penata Muda, golongan ruang lllla
untuk mer{adi Penata Muda Tingkat I, golongan

ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pol PP

Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat [, golongan
ruang IIVd, ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten{Kota yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang

menduduki Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Itrl/d untuk
menjadi Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan

ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I. golongan

ruang IY,fo ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan

setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional Badan Kepegarvaian Negara yang

bersangkutan.

I
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BAB V
KENAIKAI{ JABATAI{

Angka Kredit yang ditetapkan oleh.. pejafat yTF

berwenang menetapLn Lg[u ltuedit' digunakan i"t1[
;;ffiiiruungrt* 

-[*naik-am 
jabatan/pangkat Pol PP

sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

Keputusan pejabat yang berw:'*F menetapkan Angka

Kredit tidak dapat iiu.;tift* keberatan oleh Pol PP yang

bersangkutan' 
Lemperoleh rjazah

Pol PP Tingkat TeramPil Yang. m

i"ri*" (Sr)bipto'nu tv'dapat diangkat dalam 'iSuatan

ili;P r;giirt ir'ii aensan ['ITg3' sebagai berikut:

1. Tersedia formasiuntuk PoI PP Tingkat Ahli;

z. ljazahyang aimititi "'*i 
dengan-kualifikasi bidang

llmu Pemetint't'u"' Sosiologi'-Politik' Hukum' dan

Ekonomi o* ilJ"g-ilt"u liin ya"g ditetapkan oleh

Menteri palam Nigeri selaku pimpinan instansi

Pembina;
3. Mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP Tingkat

Ahli; dan

4. frn.*"nofri jumlah Angka lkedit kumulatif yang

ditentukan'

PoI PP Tingkat Terampilyang akan diangkat menjadi Pol

PP Tingkat AhliJi#;ran i'ngta Kredit sebesar 6504

(enam puluh li*" ;;;;;;t 'tng[a Kredit kumulatif dari

: ffi ire-, p"r;r," i' " 
pt' gt*!11^*"" -p'oft * 9 

i?Tlil
,tneka Kredit t:azan SarJana (Sl)/Diploma IV. dengan

f,'ff" ;;;;thilngkan Angka Kredit dari unsur

penunjang'
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BAB \rI
PENUTUP

L{ (,

Demikian Petunjuk Operasional penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Polisi Pamong praja Kota
Yogyakarta disusun, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Lampiran l. Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Tingkat Terampil.
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PE.\IERI]STAI I..OIA YOGYA.IiTRTA

SATIT.-\N POLISI P.r'I\If)NG PRAJ.{
Jt Kffi Ho 56 Yogyateta Kode Po! 55185 Tdp 558S17 515655,562682

E-mti polpp(rf,o,qlaxola qo d

Kepada
Dari
No. Surat Tugas
Waktu Pelaksaaaan

LAPORAN KEGTATAN PATROLI

. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
r Tnda Dista Arga Riyadi
w0 I275tSPT/VtI/2020

: Han : Selasa
Tanggal : 14Juli2020
Jam : 09.00 WIB - 12.00 WIB

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Dalam kegratan parroli rvilayah sesuai dengan jadunl yang disusun, diarvali
dengan memimpin Apel Persiapan Pasukan di lapargan parliir Kompleks
Balaikota Timoho. Dalam APP tersebut k&nri sanrpaikan ten,a.ng rencana

kegiatan, pengecekan kesiapan personil, kendaraan dan peralatan kerja lainnya
sefla menenlukan rute patroli. Kegiatan patroli ini diiaksanaka.'r sebagai upaya

untuk mencegah tefadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta pelan ggaran pe raturan dae ruh.

Rute yang dilalui dalam kegiatan patroIi ini adalah .

l. Jalan Kenan
Di Jaian Kenari terdapat I (satu) Phl. 1-ang melakukan kegiatan uslha di
Lradan jalan, atas nama SlameL alarnat l,liliran UH U 23 Yogyakarta. jenrs

dagangar angkringan, Seiaku pimpinan patroli. PKL tenebut dipreringa*ran

secara lisan dan salggup untuk meninggalkal lokasi tersebut. Di sanrpiltg
itu salah satu anggota Pol. PP. Gandu mencatni rdentrias PKL tersebut

2. Jalan Cendara
Di Jalar Cendana ditemukan adarya PKl. 1,ang melakukan kegiatan usah4
Btas nama Paini, alamat Gayam UH U 223 Yogl'akarta, jenis dagangan

masker. Upaya 1'ang dilaf,'ukan adalah dipenngallar secara lisa,r agar tidali
:reninggall:an lokasi tenebut Di sa-m.ping ilir ielah satil ?.'rggdta Pol PP,
(landu mencatal identitas PKI- tersebut

3. Jalan Kusumanegara
Di ialan Kusumaregara tidak ada pclanggaran.

4. -lalan Ipda 1'ut Harsono.

Di Jalan Tut Ha-rsono trdak
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B. ysng
,j{r

Berdalsrtan kegpran pailti yang ditakukaq ada 2 tdua) onng pedagang tkki
Lima yatg dipedngatkan, derngnn rincian I (satu) orang peda$ng Kaki Lima
yang be{ualan di bcdm jalan dan I (satr} onng fedAang Xa*i tima yang
be{uelan di ,ln+rah larangan.

C. Kcsimpulan d8n Saran
l. Kesimpulan

a. Masih ada PKL yang melakukan pelanggaran.
b. Secara umum tidak ditemukan adanya pelanggaran peranrran daerah

lainnya.
2. Saran

Apabila kedua PKL tersebut masih melakukan pelanggaran, maka perlu
dilskukan tindakan secara tegas.

D. Penutrrp
Dcmikian laporan ini digusun untuk mcnjadikan periksa dan agar dapat
dipergunakan sebogpimana mestinya.

Yogyakara, 14 Juli 2020

Yang

NIP,I 200901 I 008
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Itr
t-

tamPiran 5. Contoh LaPoran Kegiatan

gr
l

"-"{t

I

Jalan
14

pada
lpda

Iuli 2020
hari Selasq

Tut Hatsooo,
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Lampiran 6. -ProsedurtPehgumpulan DUPAK (Daftar

Usulan PenetaPan Angka Kredit).

1. DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit)
dikumpulkan setiap semester / periode.

2. Pejabat Fungsional Pol' PP pada tanggal yang telah

diientukan menyampaikan DUPAK (Daftar Usulan

Penetapan Angka Kredit) ke Tim Sekretariat dalam

bentuk bendel dengan urutan sebagai berikut :

a, Lembar PAK (Penilaian Angka Kredit) semester /
periode sebelumnYa.

b. Lembar DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka

Kredit) yang sudah diisi.
c. Lampiran DUPAK (Daftar Usulan Penetapan

Angka Kredit). Yang terdiri dari :

(1) Surat Perintah Tugas.

(2) SPMK (Surat Pernyataan Melakukan

Kegiatan).
(3) Laporan Kegiatan'
(4) Dokumentasi.
(5) Lain-lain Yang diPerlukan.

3, Setslah bendel dilakukan penilaian oleh Tim Penilai,

Tim Seketariat menyarnpaikan kepada Pejabat

Fungsional Pol. PP y'ang dinilai untuk melakukan

penlltiaan dan segera dikembalikan kepada Tim

Sekretariat,
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